PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i

SURABAYA

S AL I NAHN
No. 3/B ; tgl Z3-03-1994.
PERATURAN DAERAH KITTAMADYS DGERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1993
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
TAHUN 1994/:995 - 1998/1999
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan dan pedoman
bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kotamadya
Daerann Tingkat II Surabaya vang merupakan
bagiar integral dan menyatu dengan “embangunan
Jawa Timur maupun Pembangunan Nasional, maka
perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah
dengan mengacu pada Garis-BGaris Besar HMaluan
Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR
RI Nomor : [I/MPR/1993.

b. bahwa s=zhubuncan dengan maksud tersebut pada
huraf & korsidersn menimbang di atas, serta
herdasarkan hasil-tasil pembargunan galam
kuvun waktu PFembarngunan Lima Tahun (Pelita)
di Kotamadva Daerah Tingkat I Surabava,
dipancang periu mernetaplkan Pola Dasar
Pembangunan Caerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya Tahun 1994/199% - 1998/1399 dengan
menuangrkannya dalam Peraturan Daerahn.

Mengingat : 1. Ketetacan Majelis Farmusyawaratan Rakyat

Repupiik Indonesia Nomor [I/MPR/1I993  tentang
Garis—garis Besar Haluan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang
Pokok-pokeok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan—-ketentuan Pokaok Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Havati dan
Ekosistemnya;



4. Undang-urndang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang ;

7. Paraturar Femarintah  Nomor & Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi  Vertikal
d¢i Daevah

2. kKeputusar Presiden Republik Indonssia Nomor 27
Tahun 1980 tentang Pembenturan Badan
Perencanaan Pzmbanguran Daerahi

r Menteri Dalam Neaeri Nomor 184  Tahun
zntang Bentuk Peraturan Daerah:

16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
1982 tentang Pedoman Penyusunan Program
Pembangunan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tabhun
1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar
Pembangunan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tabhun
1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat 1
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat 11

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor & Tahun 1982 teniang sSusSunan
Organisasi dan T7ata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunar Daerab Kotamadya Tingkat 11
Surabavya Jg. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
1987,

Dangan Persetujuan Dewan Perwakilan RHakyat Daerah Kotamadya
Dasran Tingkat II Surabaya,

MEMUTUS KAN

Nenetapkan : PERATURAN DAERAH KOITAMADYA DAERAH  TINGKAT Il
SURABAYA TENTANG POLA DASAR  PEMBANGUNAN  DAERAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA TAHUN
19°4/1995 -~ 1993/1999.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yano dimaksud
dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabayaj

b. Kepala Daerah, adslah Walikotamadys Kepala
Daerah Tingkat Il Surabavaj

€. Dewan Perwakilar Rakyat Daerah, adalah Dewan
Perwakilan Rak¥yat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabavyas

d. Daersh, adalah «Kotamadya Daeraht Tingkat [1

oo ny er wn s
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e.

Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola
Dasar Pembangunan Daerah di Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Taehun 1994/1995-1998/1999.

BAB II

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah ialahb :

Q.

(39

(1)

(2)

merupakan landasan rencana pembangunan  yang
memuat kebljeksanaan—kediljaksanaan gdalam
perencanaan pembangunan di Dasrah ;

merupakan kerangka pembangunan diverbagai
sektor sebagai petunjuk daser untuk pelaksana-
anitya 3

merupakan kebijaksanaan pembangunan yang harus
ditaati oleh aparat Pemerintah Dasrah maupun
masyarakat ;

merupakan pola pembangunan di Daerah dalam
garis—garis besar vang ditetapkan untuk
melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

Materi Pola Daesar Pembangunan Dasrah meliputi
keseluruhan rencana kegiatan pembangunan bagi

semua instansi di Daerah taik Instansi
Vertikal maupun instansi otonom vang disusun
secara koordinasi atas dasar prinsip

penyelarasan dan penunjangan 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari fPola Dasar
Pembangunan Daerah adalair Rencana Fembangunan
Lima Tabhun {Repelita) VI Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepasla Daerah j

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI
Dasrah dimaksud avat (2) Fesal ini berpedoman
pada Hencana Pembangunan Lima Tahun
{Repelita) VI Nasiornal dan Regiormal (Propinsi
Daerath Tingkat I Jawa Timur).

Pasal 4

Materi Pola Dasar Pembangunan Daerabh disusun
dengan sitematika sebagai berikut :

BAEB I : Pendabuluan

8AB Ii : Pembangunan Daerah ¥ota Surabavya

BAB II! : Pembangumnan Jangka Fanjang Kedua
Daerah

BAB IV : Pembangunan Lima Tahun Keenam
Daerah

BAB V : Pelaksanaan

BAB VI : Penutup

Materi Pola Dasar Fembarngunan Daerah

seussaimana dinvatakan dalam lampiran

Peraturan Daerah ini vang disajikan dalam
bentut Buku dan merupaksn bagian  yang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerabh ini.



BAB 1I1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam
Peravuran Dasrah ini sepanjang mengenai
selaksenaannyas akan diatur lebih  larnjut oleh

Kepaia Daerah.

Pasal &
Pﬁra‘;san Daerah 1ini mulai Dperiaku pada
tanggel diundanghan.
fgar supaya setiap orang cdapat
meangstahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11X
Surabava.
Burabaya, 22 Desember 1993,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPRPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERGH TINGKAT I SURABAYS TINGKAT I1 SURABAYA
K e tua.
ttd. ttd.
HARJOSO SOEPENO. dr. H. POERNOMO KASIDI.

LETKOL CHB NRP. 22021.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerab Tingkat I Jawa Timur
tanggal 18 Maret 1993 Nomor 121,/P Tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten ! Sekretaris Wilavahs/Daerah
{Bidang Pemerintahan)

tto.
Drs. MOH. SAFI'1 AS ORI

Pembina Utama Madva
NIP. 010 032 819.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotemadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Seri T Tahurn 1994 tanggal 23 Maret 1994 Nomor 3/C.

An. HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 BURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.
SALINGN sesuax dengan Aslinya Dre. WA RDJ 1.

Pembina Tingkat 1.
NIP. 510 019 &44.

i -
’ Pahhka T;ngkdt I.
B R %&}}P.,‘ 510 02¢ 293




I.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1993
TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

PENJELASAN UMUM =

Naskah Peraturan Dserah ini terdiri dari 2 bagian,
yaitu bagian yang merupskan Pasal-Pasal Peraturan Daerah dan
bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah yang
merupakan lampiran dari Peraturan Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Surabava disusun herlandaskan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakryat Republik Indonesia Momor s
IT/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar HMaluan Negara dengan
memperhatikan cs@penuhnya potensi, kondisi dan prioritas
Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud

untuk dijadikan Pedoman dan Landasan bagil FPanyusunan
Program-Program Pembangunan Daerah urtuk kurun wak tu
199471995 sampai dengan Tahun 199871999 yang disehbut dengan
Rencana Pepmbangunan Lima Tahun (Repelita) VI Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah di dalam
Peraturan Daerati ini mengacu pada ketentusn Pasal S
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 198G tentang Pembentukan
Badan Perencanaan Fembangunan Daerah, vang menystakan hahwa
untuk menyelenggarakan fungsinya BAPPEDA mempunyai tugas
antara lain menvusun Popla Dasar Pembangunan Daerah dan
Rencana Pembsngunan tima Tahun (Repelita) Daerah, vang dalam
garis besarnya memuat tujuan, susunan prioritas dan strategi
pembangunan.

Pembangunan Daesrah adalah pembangunan yang dilaksanakan
di Daerah yang mencakus ruang lingkup Sektoral dan  Regional
yang saling menunjang dan melengkapi serta dimanfastkan oleh
masyarakat di Dasrah.

Pembangunan Daerah Kotamadya Dasrabh Tingkat II  yaitu
meliputi semus kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di
Surabaya tanpa memoersoalkan sumber pembiavaannya, sedangkan
Pola Dasar Pembangurian Daerah Tahun 199471995 -~ 1998/1999
ini mencerminkan aspirasi masyarakat Surabava di  dalam
mendukung Pembangunsn Nasional, Sehingga watak dan warna
yang dimiliki sesuai dengan Pembangunan Nasional.

Mengenal faktor yvang mempengaruhi tingkat keberhasilan,
di dalam Pala Dasar ini digambarkan sebagai ciri-ciri khusus
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya vyang memberikan
pengaruh dan perlu diperhitungkan di dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah, akan menbawa
dampak positif sebagaei berikut :

1. Aparat Pemerintah Daerah berkewajiban menjadikan Pola
Dasar Pembangunan Daerah sebagae: dasar dalam melaksanakan
program-—program Fembangunan Daerah



2. Mengivat seluruh warga kota Surabaya untux secara
bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksasnaan Pembangunan
Daerai j

3. Apabiia G&riu~?ar15 Besar Haluan HNegara nerupakan
pernyataan dan reputusan politis yarg telabh menjadi
Fetetapan Nasionali. maka Pola Dasar Pembangunan Daerah
ini berfungsi Juga %ﬁbagai FPerpyataan dan Keputusan
Politik sebagai kristalisesi kehendak dari Mesmerintah
Daerah dars, masyarakat Surabaysa itentang dasar—dasar

pembangunan yang akan dilaksanakan dalam FPembangunan Lima
Tabhun (Pelita} VI Daerah Kotamadya Daerash Tingkat [I1
Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup Jjelas.



